PENMERINTAL BKABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Mamag Jend, Subawail Nomaor a0 Plneang 91212 Telp (0421) 921 695
e e et
AEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANCG
SELAKU ATASAN PPID DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TENTANG
KEASIFIKAST INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PINRANG,

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh pengguna informasi publik;

b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas; :

bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik,
perlu menetapkan Kklasifikasi informasi yang dikecualikan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
d. Pintu

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas;

Vlenmimbang e

Mengingat N
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

3. Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
[nformasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
4. Indonesia 4846); :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
By Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentan,
Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambaha:
6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaf
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone:
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembars n  Ne
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tela
beberapa kali terakhir dengan Undang-Unda
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas U:
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Momaoy 54,

tamibahian  Lembaran Negara Republik Indonesisa Nomor
W 1Y)

:l:.;:‘l‘l\:‘l‘:‘\ll‘l‘m'l'rl‘llnltlx"'t‘l‘nlxll:.lt:“:\J.un'u;\: (5] 'l‘A:I’;unn 'J‘(‘)H) '!rnmlll!,
Ve oo l““””f‘.ﬁl ‘ll*:‘l'l:l “llm,“ !M Fahun 2008 tentang
Indonesia Tahun "()‘IH N ¥ (“(’“ “"""‘“ ~N(‘w”h APk
: i p omor 949, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Indonesia Nomor 51449);
Peraturan  Pemerintalh  Nomor 18 Tahun 2016  tentang
Perangkat  Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambshsn Lembaran Negars
8 Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tabun 2017 tentang
O Pengklasifikasian Informasi Publil;
Peraturan  Pemerintah  Nomor 18 7Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RFepublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan ILembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimanz telah diubzh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tzhun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembazran
10. Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerzh
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021
MEMUTUSKAN :

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 ys
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpiss
dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, (2. April 2021
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